PELAKSANAAN DEPORTASI DALAM PENANGANAN WANA
BERSTATUS STATE LESS DI WILAY A H HUKUAM SUMATERA BARAT

ABSTRAK

Penelinian ini mencoba melihat bagaimara pelaksanaan deportasi dalam
PEMANEANAn warga negara asmpe OWNA) berstatys state less di wilavah hukum
Sumatera Barat, terutama sehubungan densan semakin memngkatnyva mobtligs
WHA ke daerah ini. Sebagaiman diketahui, bahwa di dalam wilayah suatu negara
selain penduduk warea setempal (lokal), terdapat pula OTANE-Grany asimg yans
bukan warga negara dimana mereka berada. Namun demikian kehadiran orang-
arang - asing  tersehut  disamping dapat  membawa  hal-hal vang  sangat
mengintungkan bagi hubungan baik antar masyarakar mlernasional. dagay jugn

enimbulkan hal-hal vang merugikan bagi kepentingan negara dimana mereka
berada. Jika terjadi vang demikian maka negara tempatan, dapat melakukan soaty
tindakan hukum vakni berupa deportasi/pengusiran.

Dalam penclitian ini dibahas amara lain Rapankah soatu tindakan
deportasi dapat dilakukan menurut hukum nestonal dan intemasional, apakah
maksud dan tyuan kehadiran WNA  tersebuon dadam suate negura seny
bugzimanakah pelaksanaan deporiasi vang dilakukan pads WNA vang herstus
state less dan kendala-kendala vang dilemui dalam pelaksanaannyy,

Berdasarkan penelitian vang  dilakukan disimoulkan bahwa  lindakan
deportasi  terhadap WNA  dilakukan NRa Rchadiran WNA  tersebut  tidak
dikehendaki oleh negarg penerima (lempatan)  Deporiasi pads  prinsipryva
bukanlah  merupakan  tindakan penghukuman, melsinkan  merupakan  suate
tindakan adminisirasi. Tindakan deportasi vang bersizius state Jess, akan
membutubkan waktu vang agak Jama.

Wewenang untuk melakukan tindakan deportas) bagm WNA state less ine
dilakukan berdasarkan supremas: ternitorial, dimana suatu nepara M Py
kedaulatan 1ertinggi atas orang dan bends vang berndu di dalam wilavah
kekuvasaannya. Oleh karena itu. tindakan deportast pada dasarmva merupakan
tindakan sepihak vane harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak aras
manusia dan melalu prosedur vang telah ditentukan dalam perundang-undangan
vang bertaky.



BAB I

FENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu svarat untuk diakuinva suatu nepara (baru) adalah adanva rakyat
Atau warga negara yang tetap ¢ Permanent Citizen b Oleh karena it adanvs WERT ]
negara (penduduk) merupakan salah saty unsur penting dalam suatu nepars

Selain warga negars dan warga negara vang bersangkutan past 1erdapat
Juga wargs negara asing. Hal it karena sustu necara lidak mungkin menuup din
untuk kehadiran wargs negara asing diwilayah negaranva. Seiring denpan era
glabalisast dimana interdopendens (saling ketergamungan) antar negara Juamt
semakin linggl. Dikaitkan dengan ckonomi. maka kehadiran WHTEA negary asing
pace suate negars lerutama di bidang panwisata, hal iy merupnkan salah salo
sumber devisa { pendapatan) b negara tersebur

heberadaan warpa negara asing dalam susty nerara seebenarnva swdah
mufai ada sejak lama Akan tetapl kehadiran mereky dalam suaty wilavah negara
nampak lebih pesat perkembangannva pada masa belakangan i vakin seiring
dengan bergulimva era globalisasi seria kemauan teknalogi transportasi dan
telekomunikas:.

hehadiran orang-orang asing tersebug disamping membawa hal-hal vany
dapat menguntungkan bagi hubungan baik antar masyarakat mernasional. tak
fuput pula kehaditan mereka dapst menimbulkan hal-hal vang merysikan bagi

kepentingan nepara dimana mereka berada. Jika hal demikian terjadi, maka nepamn



tersebut dapat melakukan suatu tndakan hukum dan salak satu diantara tindakan
hukum tersebut adalah berupa tindakan deportasi Salah saqy hemuk kehadiran
Wwarga negara asing vang dapat merugikan negara lam it adalah mereka vang
berstatus Stateless (tidak memilik, kewarganeparaun ).

Sumatera Baral sebapai daerah kumungan  wisata sertn penanmman
tovestas: asing di [ndonesia juza cukup ramai dikunjungi oleh WALl negara gsing
dan sudah barang tentu diandara mereks lersebul ada jupa vang kehadiranma
kurang disukai di daerah in, antara fain karenya berstalus stateless misalnyva

Fada dasarnva deporiasi merupakan prosedur rutin vang dilahukan nesas-
fegara terhadap orang asimyg vane berada 4 dalam wilavahnya yvang melakukan
perbuatan atae tindakan yang meruzikan Kepentimgan nepsra tersehu

Namun jika seseorang warza negara asing vang akan dideporiasi tersebut
tilak  memilik kewarganeparaan vang  sah  aau ndak MmUY
kewarganegaraan (Stateless), maka hal it akan dapat menimbulkan masalah bag
negary vang bersangkutan, Hal itu dischabban oleh baren untuk mendeporis
WAEMZA negara asing akan membutuhkan wakig yang cukup lama dan prosedur
vang cukup panjang dan tentu saja akan memakan bizva vang cukup barvak VAl
akan merupakan tangeungan dari negary vang akan melakukan pendeportasian

tersehut

B. Perumusan Masalah
Beberapa permasalaban vang diteliti/dibahas dalam penehtian i adalah

sehagan beriku



z. Bagaimanakah sebenamva perkembangan kehadiran dan mobilitas WIS
negara asing di Sumaters Bara

b. Kapankah susiu tindakan deporiass dapat dilakukan baik menurm hukum
nasional begitu juga menurst hukum internasional

c. Bapaimanakah pelaksanaan deportasi dilakukan pada orang vang berstatus
sateless di Sumaters Barat serta kendala-kendaly apa sajakah vang dilemut

dalan pelaksanaannya di lapangan,

C. Metode Penelitian

Penelitian i merupakan  peneliian hukum sastologi,  vakni ingin
menemukan kejelazan penpaturan secara menveleruh mengena departasi vang
kemudian dikaitkan dengan praktck [ pelaksanaan) di lapanpan.

Cara pendekatan  masalah vang bersifon deskriput vuridis, vang
dimaksudkan adalah untuk memberikan suaty deskripsi lentang pengaturan
deportasi baik dalam hukum nasional Indonesia bepitu juga pengaturannva dalam
hukum internasional. Penelitian ini terutama akan dipusatkan pada penslitian
dengan mengpunakan sumber data kepustakaan, antara lain
1. Sumber-sumber hukum primer, dalam beniuk -

a. Dokumen-dokumen lentang  pengaturan deportast, baik dalom hukom
nasional begitu juga dalam hukum miernasional
b Dokumen-dokumen mengena; perkembangan dan mobilitas wargy nepara

asing di Sumaters Barat,



2. Bumber-sumber hukum Sekunder berupa -
& Tubisan-tulisan pada zhli di tidang ke imigrasian, terutama vang berkaan
dengan tindakan deportasi,
b Tulisan-lulisan sena pendapat para ahli vange dikemuhakan el Forrun
torum ilmiah,

Disamping dlam penelitian int juga akan dilakukan Penelitian dan st
lapangan  dengan  mewawancarai nara  sumber vang  dianggap  menounsn
permasalaban terutama dalam bidane imiprasi, Studi lapangan i antara lain akan
dilaksanakan di kantor DE]’:-&!‘[EH‘.I:.:H Hukum dan l’ﬂl’u||Li:|nf=-.l|11dnng_ dan di kanior
Irmigrast Padang.

selanjutnya dalam penelitian i akan dipakar metods analisa berupa
teknik penelitian secara objektif sistematik dan kualitanf dekripuf Analisa akar
diawali dengan kegiatan memilih pasal-pasal |/ norma-norma hukum Vg
mengatur masalah kermigrasian, kemudian menvusul sistemarika dar nasal-nasal
tersebut dengan menghasilkan Klasifikasi tertenty. Kemudian dilanjutkan dengan
menganalisy pasal-pasal tersebul denpan asas-asas hobom vang ada. Anabisa
berikutnva dilanjutkan denpan mempelajan akan kemungkinan implementasing

secara lebih kondusif di masa datang.



BAB 11

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penehitian i dilaksanakan  terutama untuk menemukan kerelazan
mengenal perkembangan  mobilitas wargs negara asmg e Sumatera Bara
termasuk. mereka vang kehaditannva di daciah kurang disukai seperti vang
berstatus State less seris bagaimana tindakan deportasi dilaksanakan terbadap
mereka. Disamping 1u penelitian ini sekaligus juga dalam rangka membaniy
mahastswa baik secara akademis begitu juga secars materil dalam menvelesaikan
fugas akhimya dalam penolisan skripsi. mahasisws dimaksud adalab 5dr. Son
Hendra [ BP ;951401071 .

Hasil penelitizn i nantiny juga diharapkan akan dapat memadi sumber
pikitan bagi pemerintah dasrah Sumatera Faras teritama dalam menangan:

permasalahan warga negara asing herstatus State less of daerah 0 di masa datang



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

Selain warga nepara. dalam suany wilavah negara sudah tentu ada puly
arang-orang asing vang bukan berasal dan wilavah nepara tersebut. Keberaduan
mereka dengna alasan vang bermacame-macam. ada kalanya mereka datang untuk
menstap. ada pula hanva untuk tinggal sementara waktu, untuk bepwisasa dan
sebagainya, Namun demikian kehodiran arang-orang asmy tersebut disamping
dapat membawa hal-hal vang sangat menguntungkan bagi hubungan internasional .
tetapt nidak Jarang juga kebaditan mereka dapm menimbulkan hal-hal vang
merugikan bagi kepentingan negara dimana mercks berads

Uintuk tetap terjaga dan terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional.
kedaultan negara, keamanan dan ketertiban woum. maka untuk kewaspadaan
terhadap sepala dampak negatif vang timbul akibar perfintasan ormp-orang ants
negara, maka keberadaan dan kegiatan mereka e perlu diatar dengan peraturan
perundang-undangan nasional negara terschut. Hal i herary seliap orang vang
ferada dan berdiam dalam swatu wilavah nepara ity baras tunduk dan patuh pada
tatanan hukum di negara tersebut.

Salah satu bentuk tindakan vang lazim dilakukan susig negara techadap
orang-arang asing vang telab melakukan perbuatan atau tindakan vange merugikan
kepentingan  negara dimana  mercka  beradn,  diantaranva  alah dengan

mempearsilahkan keluar atau lebih tegasnya dengan mengusic DTANS-OrANY a5ing



vang melakukan perbuatan dan tndakan tersebut Dalam Eaitan e |G Starke
(dalam I, Ilsywara, 1972182 menjelaskan sebagm benkul

“Megara berwenang untuk mengusir OrEng-orang asing. menvembalikan
mereka ke nepgama asalnva dan mengantarkan mereka ke perbaiasan’

Tindskan negara untuk menpusin, mensembalikan inercka ke T ER
asalmya dan mengantarkan mercka ke perbatasan  sebagaimana ditesaskan
103 Starke diatas, secara hukum disebut dengan istilah tindakan deportasi

Mengena alasan suate negara melaksanskan deportast adalah karens
keberadaan orang-orang asing terseburt sudab tidak dikehendaki atay tidak disukz
aleh negara vang bersangkutan densan alasan-alasan kepentingan nasional negsarn
tersebut akan terganppe jika orang- vrang asing vang sudah tidak dikehendaki
lersebut tetap berada dalam wilayvahnya

Bala satn contoh mengenai alasan vang  dipergunakan nesarg antulk
mendeportasi orang asing dari wilavahnya, mszlnya teradi lahun 1973 vakn
ketiak pemerintab Indonesia MENGUSIT Se0Tang warea negard Amerika Senka
Bemama George de Gropio vang mernjabat  sebagai direktur PT Suburn
Pengusiran tersebur dilakukan karena vang bersangkutan telah melakukan surves
mengenar pejabat-pejatatl tingge Indonesia vang te recdony favont di kalanpan
rakval Indonesia tanpa suaty tujuan vang jelas (dalam | Wavan Parthigng, 1983
161

dach jelasnva, bahwa alasan-zlasan yang dipergunakan oleh suatu nepara
vang mendeportasi orang asing kaluar dar wilavahnva tergamung dimana dan
kapan dilakukannva tndakan terseebu aleh sumig negara. Hal dermikian tidsh Lain

Kurena I-.LFJLIII;I!'IL;[I'I il selap nephrs Udak sama antars sa denpan Lunnva



Kepentingan nasional ini bissanya idennik dengan kepentingan penterintah yvang

sedang berkuasa di dalam suatu negara,

Akan tetapi walaupun alasan-alasan untuk mendeporiasi orang asing

tergantung pada kepentingan nasional suatu nepara, namun bukan berarti negars

boleh

sewenang-wenang  melakukannya,  Menuret O'Connel  (dalam Sri

Setianinpsih 1977 B3), pada amumnya alasan vang Jipersunakan uniuk

mendeporias: seseorang oleh suatu nepara adalah sehapai berikut |

Karena melakukan tindakan yang membahayvakan kepentingan wmum
Farena tdak dapat lagr membiayvar lidupnva.

karena melakukan kejabatan berhubungan dengan pelacuran,

karena menderita penvakit menular

karena alasan-alasan politik, misalnva meneadakan Kegiatan spionase alau
kegialan politik lamnva

karena melakukan tindakan melawan hukum selempat

kearena karena menghing bendera negara vang bersanpkuizn.

Deportasi sebagai salah satu cara mengeluarkan orang vany hdak disukas

dari wilavah dari suatu neears, pada nnnsipova bukan mernpakan ndakan
h E f & r

penghukuman, melainkan hasyalah merupakan susto tindakan  sdminisras

Artinva s oindividu vang terkena tindakan rersebuot jangan sampal menderita

kerugian yang tdak perlu. Dengan demikian tndakan deportasi pada dusarma

hanya merupakan suaty perintab das suatu nezara vane menctapkan DN asing

dalam jangka wakiy tertentu harms 1elah meninggatkan wilavah negara vane

hersangkutan.



Wewenang melakukan  deportasi sebenarmyva dilakukan sleh neparn
berdasarkan supremast teritorial, dimana suan negara mempunyai kedaulatan
lertinggi atas orang dan benda vang beradn dalam wilavah kekunsaannva Oleh
karena itu maka deportasi mernpakan timdakan seprhak dan dengan demikian bag
si individu tersebut tinda jalan lam kecuali mematuhi permtah tersebut. Mamum
demikian bagi st individu tersebut, suaty negara tidak boleh melakokan undakan
It dengan sewenang-wenang, akan tetapi harys tetap  dilakukan  dengan
memperhattkan dan menghormati hak-hak asasi manusia ( HAM

Iika kewargancgaraan sescorany ity telah Jelas. maka negars akan mudah
mendeportasikannya.  Tetapt jika orang asine  lersebut  tidak  jelas
kewarganeparaannva atan bahkan tidak mEmMpunyEl kewarganegaraan vang sah.
maka akan sulit untuk melaksanakan deporiasi werhadap vrang terschut Hal ity
disebabkan karena uniuk mendeportas: WHTEA REpaTd asimy vang udak mempunyg
kewarganegaran (State less) tersehut memerlukan proses vang pargang dan
waklu vang cukup lama. karena arang asmg tersebul harus ditentubian terlehib

dahilu kewargancgaraannva sebelum dilakukan tindakan pendeportasian



BAB IV

HASIL-HASIL PENELITAN / PEMBAHASAN

A. Hal-hal Yang Menyebabkan WNA Berstatus State Less dan Akibat-
akihbatnya.
Beberapa hal vang menyebabkan SESEOIANG WAargs negara asing o odak
memiliki kewarpanegaraan vang sah atau disebu Juga berstatus State less vaity
L Faktor Kelalaian ataw kesalahan dari st warga negars asing 1u sendiri.

Dimana kebanyakan status state less ini terjady disaat seseorang wargs
negara asing ingin pindah kewarsanesaraan, dimana dalam pelaksanaannya
sering sekali terjadi kesalahan atau kecerobohan vang mereka lakukan karcna
ketidakketahusn  mercka  tentang tata  cana pengurusan  perpindahan
kewarganegaraan terschut. Kejadian vang sering terjadi. sewakie mercka
dalam pengurusan perpindahan kewarganeparaan mercka, Kewarganeearaan
asal mereka telah mereka lepaskan terlebib dahuly dan senty sapa pada sast ity
stalus mereka dalam keadsan 1erkatung-katung karena tidak termasul weg Jit
negara manapun alag dalam keadaan state |ess,

Hal i dapat dijumpai dalam prakeck berdasarkan pengialaman prhak imigras
Padang sebapai bertker

Searang warga Malavsia vang bernama Malekbin Taher datang ke Indonesia
iPadang jpada tabun 1994 dengan menggunakan schuzh visa, Sementar nass
visaberalan  vang  dia bemaksud  untuk mengures  perpindaban

kewarganegaraan  menjadi wargs negara Indonesia kepengadilan neger



I

sewaklu urusan perpindahan kewarganesaraannva masih dalam proses dia
telah melepaskan kewareanepgaraan asalnve Namun secars bdak disadari
dalam masa urusan perpindzhan kewarganegaraan u in 1ekah melanye
batas  waktu  wvisa kunjungan  di Indonesis  dan bdak  mengurus
perpamjangannya,  dimana  hal  ini discbabkan  karena  kesibukan  dan
kelalatanmya dalam wrusan rumab tangea dan pernan juga menderita skt
vang cukup lama, maka dia dalam keadaan overstay. Timbul masalsh disini
Dagl pehak imigrasi apakah dia akan diderportasikan atau idak, dan kzlau
dideportasikan kemana 1 akan dideportasi. karena g telah melepaskan
kewarganegarsannyy sedanpkan kewarganegursan  Indonesiapun belum 1w
perolch.
Berdasarkan kejadian diatas sesearang dikatakan baru dapat melepaskan
Kewarganegaraannya apabila -
A Kewarganegarsan bary atau wargs negars Indonesia diperoleh setelah
menvatakan  melepaskan  kewarganeosraan vang lama {permyataanmys
diternma ol kedutaan),

b, Akan berlaku efekif setelah mendapat kewarpaneearaan barg,

Apabila orang asing yvang bersangkutan sebilangzan paspor atan data-dat
tentang jah dinnva

Seperti dalam suatu contoh kasus vang lerjadi pada tahun [989 scorang
warga negara Amerika Serikat vang datang ke Indonesia dengan wisa

kumungan  wisata  dan  setelah  beberaps lama di  Indanesia PaEspar



Kewarganegaraan si warga neeara Amcrika Serikat e hilang. dan ketika
prhak negara Indonesia akan mengembalikan dig kenepara asalova, prhak
Amerika Serikat tidak bersedia mengakui orang asing tersebut se Gl wars
negaranya karena orang tersebut tidak memiliki paspor atae identitas dici vy
sah. Dengan tidak diskumya orang asing tersebut sebagal warps negara

Amertka Serikat maka orang tersebut dapat dikatakan dolam keadaan st

less.

3. Dka scorang warga negara asing itu masuk ke Indoncsia secara gelap atau
tlegal
Karena wargs negara asing i masuk ke Indonesia secara gelap’ilepal teny
saja pihak imigrast Indonesia udak akan menpetahun dan negara mang warzi
negara asing iy berasal sesungaulingg, apalag jika wargs negara asing i
tidak membenkan keterangan vang jelas lentang din atau dentasnva yang
sah. hal im dapat saja tegadi karena alasan arang tersebul merapakan mata-
mata dari sualy megard  terlentu tentu smga in akan merahasiakon
kewarpanegaraannva, jadi dengan demikian 1 dapat dianppap berstans state
legs
Mengenat permasalahan yang muncul dan warga NESarn 45Ing vany
berstatus state less ini dapat dikatakan tidak ada. karena Jika suatu nepara inzin
mendeportasikan seorang warga negara asing vang berstatus  state less lersebui
mereka dapat langsung dikembalikan ke negara asal mereka karena mereka musih

dianpgap scbhapal warga negara dari mana dia berasal scdangkan prosedur



pendeportasian merekapun dapat dikatakan sama dengan pendeportasian warsa
negara asing basa, kecuali warga negary asing N tidak mau dikembalikan
kenegarz asalnya atae negara asal mercka it sendin vang tidak bersedia
menerima kehadiran  warga nepara karcna alasan tertenty Jadi  dapal
dideportasikan kenegara ketiga vanz menjadi tujuananya dengan svarat neparg
vang bersanghutan menvelujuinyva * Seperti dalam conteh kasus

meorang warpa  keturunan China Lie Pie Stong sehenarnva memang lahir
di Tndonesia, tapi tidak sepert saudara-saudaranva kabamya dia menolak untuk
menjadi waega negara Indonesia. Pada tahun 1960 keluar Peraturan Pemenntak
(PP} No. 1071960 vang mtinva berupa larangan bagt non WHNI untuk berdagang
dan ada lagi ketentuan vang mewajibkan warga hegara keturunan China vang ada
i Indooesia untuk memilih WHNIT atag REC sehinppea banvak wakin ity warga
negara RRC yang memutuskan balik ke neseri leluhur, Lie termasylk Ve
memnggalkan Indonesia akan tetapi dia ndak pergl ke REC tetapi menwu Tarwan
dan belajar ekonom beberapa tahun disana.
Rupanva dia tidak betah dan kembuli ke Indonesia dan kawin dengan wamta
keturunan Cina-Tatwan. Pada tahun 1973 Lie diadili dengan tuduhan melanppar
ketentuan  keimigrasian  karena  keluar  masck wilavah  Indonesia  dengan
mengpunakan  paspor  palsu. Karena sasl itg Lie  (idsk M punyai

kewarganeparaan vane sah maka Tie tidak dapat dideportasikan Tetapi entah
Ba any 8]

" Waweancwa dengan Bapak Aulin Chandiz 51T Kasubs Bungawasian Kantor Iimigeais Padang ol
17 Juli 2000



dengan cara bagaimana beberapa bulan kemudian dapal menpantom: pasoog

Tavecan dan itulah vang dijadikan dusar permehonannys uniuk dideporasiban

e Lalu limas asing untuk tingeal wetap

Dralam hal orang asing untuk linggal welap ing, miksudnva vrang-ormng
asing vang datang tersebut masuk kewilayah Indonesia unuk janeha wakiy » iy
ndak terbatas atau bisa juga dikatakan a datang ke Indonesia untuk menjadi
wargad nepara Indonesia atau umuk pindah kewarganeparaan meniadi e
negara  Indonesia, sehingga dencan demikian ia dapat tingeal die Indoncsia

selamanya

B. Prosedur Pelaksansan Deportasi Terhadap WNA Berstatos State 1ess
{ di Sumatera Barat §

Pada dasarnya prosedur pelaksanzan deportas) terhadap wargs newar
asing vang berstatus state less in sama dengan proscdur pelaksanasan oty
biasa, karena state less hanyalah merupakan suaty stags SEOFANE WIgH Nnegar
asing sedangkan pada akhirnya nanti was B negara asing vang berstatus state less
mi juga akan dikembalikan ke hepara asalnya, sama halnva dengan proses
pendeporiasian wraga negara asing hiasa

Adapun prosedur pelaksanazn deportas: lerhadap warga negars asing vang

kami maksudkan dalam  paragraf ini meliputt alasan,  badan/imstans: vang

i Tempo, 28 Februarny 1987



berwenang dan selanjuinva proses pendeportasiannya. Mengenm alasan dan
instansi vang berwenang telab kame: kemukakan pada bagran terdahuly

Adapun proses pengusitan scorang asing vang telah dijatuly hokoman
pidana dan kemudian telah selesal menjalani hukumanenya adalab sebagai berkut -

a, Kejaksaan agung mengajukan usul kepada Menter Kehakiman Qgar arany
vang telah dijatubi hukuman pidana tersebut diusir dan dikeluarkan dar
Indonesia karena telah melakukan tindzkan-tindakan dirmana lernyala vang
bersangkutan tidak mengindahkan peraturan-peratiran  yang  diadakan
vrang asing di Indonesia.

k. Mentert Kehukiman untuk pengusiran dan pengeluaran arang asing darn
Indonesia mengelvarkan surat keputusan vang menetapkan penpusiran
atau pengeluaran orang yang bersangkutan tersehul

¢ Pelaksanaan dar surat keputusan menteri Kehakiman tersebu dilakukan
vleh direkiur Jendral Tmigrasi,

Sesuai dengan prosedur diatas maka kemungkinan bagl orang asing vang
bersangkutan untuk dapat mengeluarkan biaya atau dengan biaya sendin dapat
memggalkan Indonesia. Dan dalam hal demikian kepada orang asing vane
bersangkutan dapat diberikan exit permit only.

Sebagai tindak lanput surat keputusan diatas, oleh dircktur yendral lmizras
pada 1anggal 23 Oktober 197% dikeluarkan pula surat nomor @ LLK/]-3698 749

perthal © Eksckusi putusan pengadilan negeri = vang dijefaskan sebapgai beriku

P Marsongeka, dkk. - Sualemen surac-surar terkumpul * Gkara, 1985 ka! 43



It

Sesuai hukum acara pidana, eksekusi dari suatu kenutusan huku dibidany
pidana yang telah mempunyai kekuatan pasti adalah ditangan jaksa Dengan
adanya keputusan hakim dibidang pidana vang disamping mematahkan
hukuman pidana juga mengandung putusan berupa pengusican sesearans dar
wilavah Tndonesia, maka jaksa berkewa)iban untuk mengeksakusi keputusan
nakim baik yang mengenar pidananya maupun YANE mengenal Pengusiran dar
wilavah Indonesia,

Sebenartya  prosedur vange dapal ditempuh baik aleh kojaksaan ataw alat
keamanan  lainnya vang  menganggap pertu diambil  findakan  herupa
pengusiran dan wilayah [ndonesia terhadap SERSOANL orang asing vang telsh
melakukan tindak  pidana  ataupun lainmva  vang  dapar membabiayakan
Ketentraman, kesusilaan atan kesejahleraan umum atau 1idak mengindakhkan
peratran yang  dmdakan bagi orang asing vang berada di Indenesia islal
dengan mengajukan usul-usul e kepada menteri Kehakimn clan bukan
melalw penunutan didepan pengadilan

Prosedur tersebut sesuml dengun ketentuan pada  pasal-pasal peraturan
pemeriniah no. 43 tabhun 1954 vang mengharuskan  Hap-tap  instansi
pemerintah yang mempunyval tugas seperti hepolisian, kejaksaan atau alat
keamanan lainnya vang mengetahuw atay dibernahy tentang adanva tindak
tanduk orang asing vang mencurigakan untuk seperd. memberitahukani
kepada menten Kehakiman.

Dalam rangka pelaksanasn masalah Deportast dan Repatmasi Direktur

Jendral Imigrasi mengeluarkan keputusan No Nywlhimi 338/ A01974% tangeal 23



Februari 1979 tentang “Pemberian 51 laksana Paspor untuk orang asing dan exi

permit”. Dalam surat tersebut telah menyatakan Kadie nvidkim/Kasubdizrahan

Departemen menzelyarkan

. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing

b Exit permit, khusus bagi orang asihg vang diharuskan meniggalkan Indonesia
berhubungan telah melangear peraturanm kenmigrasian atau melakukan tndak
mdana imigrasi, setelah menjalani vonis atay Keputusan pengadilan ®

Kemudian dalam sural Dirckiur Jendeal Imigrasi Moo FA-IL.O280-] 4

langeal 4 Januari 1983 tentang ™ Pelaksanaon repatrizsi depanasi ditenmeban

sebagai berikut
Dalam  hal orang  asing  vanp teesanghul dalam suate vndak  pidana
keimigrasian  sehingga  harus dideportasikan  dan  atay dirgpatnasikan.
pemberian  Epnyvas  dilaksanakan di kantor hmigrast setclah mendapa
perselujuan dari kantor wilayvah departemen kehakiman (Koordinator Urasan

Ketmiprasian'k epala Brdang Inmigrast )

|-

Bila disgbabkan sesuany hal pendeportasiannya tidak dapat dilaksanakan
didacrah dan harus dilakukan di Tekana, penginmannya kepusal diseri
denpan berita acara pendapat serta dats-data vang lenpkap unoek diselespikan
de Jakarta.

> Khusus bagi kepala kantor wilavalh departemen Kehakiman DK, pelaksanasn
pembenan  Epnva dan pendeportasiannya dilakukan oleh korrdinaor uruesn

" Ibad, Hal 116
" lbid, Hal 853




Renmigrasin Jakarta setelyl tenckapet persciun i darekiorn Jendal
Dagriss ek onal IPengawasing dan Perngeulinzan |

Pada prinsipnva ilg prases pendeportasan udak menemui kesulian
artmyva antara pihak-prhak vang terlibat datam Prses pendeponiasian mencuapa
suaty kesepakatan maka deportas 1tu akan dapat berjalan lanca

Dalam hal im berlaku prosedur vang wajar, mbak 1magrasi bekena sama
dengan perwakilan negars asing (kedutasn besar, kedulpan konsulat) M Ea
dimana orang vang hendak dideportasikan itu menjad warga negarany g,

Jika perwakilan negara HSInZ lersehul menvelujui pemulanean warey
negaranya, maka kemudian pihak unigrasi MeEngantarsannya sampa ke pelabuban
pendaratan. Mengenai pendaratan ini. duly pemberangkatan orang asmg dan
Indonesia dalam rangka deportass melalu kemayoran Tanjung Priuk [ pasal |
surat Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Bl Ne, 5 B IS angeal 2
Seplember 1969 lentang “Pembernan Surat Seteranpan Luksang Faspar L dan
Exit permit khusus dalam rangka Deportasi™

Disamping  prosedur biasa diatas menurut kasys.kasye vang  ferjadi
terdaput juga ketenuan vang menun)uban adanya prosedur pendeportasion seear
Khusus, hal ini dilakukan karenz terbentur pada beberaps kesulitan tersebur antara
lain dalam hal imigrase, crew vang tertinggezl. Dalam bal prosedor untuk HTILETAS)
zelap pada SKEP/B/AS 7L 1974 tertanggal 7 Februarr 1974 tentang “Penyelesaian
akhir terhadap pelangparan peraturan wmigras:™ akan dilakukan menunst cara-car

schagai berikut

"8 Setiningsh Suwands, “Prosedur Dlepentast 16 ladonesia, 1977, [l 3731



a. Dengan saluran resmi melalui dan denpan ongkos-onghos perwakilan
asing vang bersangkutan ata dengan onghkis dari pemerinah SIS
sendiri,

b Dengan cara geruisloos, vakni dengan melepaskan vany bersangkutan
duerah perbatasan, bark laut maupun daratan jika tidak mungkin dilakukan
dengan cara diatas

LW “aanmonstern™ sebagai crew atay “warkende pessgier” dikapal nantinya

7

vang bersangkutan diharuskan turun ditempat tujuannya

Crew  vang tertimppal o merupakan  permsalahan dalam
deportasi, prosedur khusus wenlang crew yvang terimggsal i duatur di dalam suran
Direkiur Jendral Imigrasi nomor PORA/RS 3000275 tangeal 27 September tentang
“lrew yang tertinggal dikapalnya”®

Dalam penvelesaian pengembalian agay keberanghalan crew-crew vang
teringgal ke kapal stau negara asalnyva dipakal ordenans: YANE  Menguiur
pengiriman kembali kelasi-kelas vang ketinggalan dan penceoahan kebiasuan
masuknya penumpang pelap “Ordonansi 25 Juni LN 38393

Mengenai perlu idaknya crew-crew vang berada di daral karena lettinggal
oleh kapalnva, diadakan pengawalan ke pelabuhan vang pemberangkatannya
dapat ditegaskan sehagar berikut :

| Crew vang kedapatan berada atay tmgeal di darm tertangkap tanpa
vang sah, diharuskan memngealkan Indonesia kembali kenegen asainva
atau mengpabungkannva denpan kapalnva karena timdakan erew inj adalah

* Marsongko, dkk, U cit, Hal 4
" 1bid, Hal 21.932




suaty pelangzaran, maka untuk pengantarannyva diadakan pengawasan oleh
kantor Dircktorat lrnigrasi selempal. Seswa dengan ordonansi tersehut
diatas segala pembiavaan termasuk bizya pengawalan untuk keperl LTI
dibebankan pada kapten atau apen Kapalnya,

2. Crew vang berada atau tingeal di darat telah diketabu) dan mendapat ivin
dart Kantor  Direktorat  Jendral limigrasi  dapat memberikan 10
beranpkatnya  dan pemberanskatannva lanpa  pengamanan  tetap
pengawasannya dilakukan oleh peiabat imigrasi kantor Direktorat Jendral
Imigrasi setempar, pengawalan dapat dilakukan atan dilaksanakan dengan
sepala pembizvaannyva ditanggung oleh kapten atau agen kapa) teesebu
Selanjumva mengena keberanghatan crew vang tertingeal pleh apen kapal

harus dilaporkan kepada kepala kamor Direkiorat lendral lmigrasi Padang

Dalam menmjalankan prosedur-prosedur dias kemunghinar juea diemn

Jalan bunty, misalnya belum ada Ketetapan untuk pendeportasianmya, Udak diusi

karena tdak ada negara vang mau menerima maka terhadap meveka o aniuk

sementara menungey pendeportasiannya, mereka ditempatkan dalam whanan

imigrasi (dikarantinakan) alaupun disuaty daerab terentu vang welah dounjuk.

C. Beberapa Hambatan dan Permasalahan Dalam Pendeportasian Warga
Negara Asing vang Berstatus State Less

Deportas: sebagar suatu hak vemg dimiliki oleh suatu nepars VANE SeCiTH

septhak pelaksanaannya tidak memerlukan perselujuan dare nogars lain, teiap

dalam  pelaksanaan  depertasi  terschur  suaty nepara bodak o selalu dapm



melaksanakan prosedur deporiasi secars lancar, karens banvakova hai-hal vany
dapat menjadi fakior penghambat dari pendeportasian  seseoranye Adapun
buberapa hal vang dapat menjadi faktor pemnghambat dan proses pendenonassn
terschut dapat kita lihat sehaga berikut ="
| Faktor ketiadaan hubungan diplomatik

Suatu nepara vang berdaulat sudah seharusnva menjalin suatu hubungan
diplomatik dengan negars-negara lain, karena suaty negara Udak mungkin akan
menutup din dari hubungan-hubungan nesarg lain sehab <ugty negara ity past
akan membutuhkan bantuan dan kerjusama negara-negara lam dalammenialankan
proses pemerintabannoya, Tetapi tidak semua nesara akan mau melabsanakan
hubungan diplomatik terselut vang mungkin saja dilakukan karens adanyva alasan-
alasan tertentu dan negara vang bersangkutan

Ketiadaan hubungan diplomatik mi akan menvalitkan suats negars dalam
pelaksanasn pendeporiasian orang asine. karena uniuk nendepartasikan orang
asing  tersebut suaty negara harus terdebih dabuly menghubunn perwakilan
dimana orang asing 1w menjadi warga negara, Bigsarva bita ndak terdapat
perwakilan dari negara asimg tersebut, maka suats negara vang hersanghutan dapat
meminta bantwan pada negara ketips untuk berhubungan dengan nepara asal ac
negara lempat pendeporasian orang asing tersebur Hal e akan renuniang
prosedur suatu deportasi dan sudah tentu akan memperbesar permbigyaan

pendeporiasian tersebu.

" Wawancara dengan Bapak Auliz Chandra, SH. Easubsi Pengawazan Banor imigresi Padang
tigsn] 20 ol 2000



2. Faktor Ekonomi

Fakiar ekonomi mempengaruhn juza kelancaran pendeportastan bak hap
newara vang akan mendeporas) raupun bag neeara lempat Wuan pendeporlasin
orang asing tersebut. Bagl pihak nesara vang akan mendeportasitan QFATLE Ay
lersebut 1a harus memberikan biaya perawatan dan nafkal selama masg Mmenunegn
pengusiran’pendeportasian, sendangkan bagi pihak  newara tempat  ojuan
pendeportasian mereka harus membiayai perjalanan pulsng warsanva unagk
kemball keneparanva Jadi apabila nepara pendeportasi #aupun negarg tempuy
tyuan mengalam kesulitan dalam hal peminavaan ini maka akan mensnbulkn
kesulitan dalam melaksanakan suaty proses pendeporiasian tersebin
3. Paktor Kewarganegaraan

Faktor kewarpganesaraan dapat dikiatakan sehasai faktor penghambal vang
paling wtama dalam suztu proses pendeporiasian warpa Regara asimg vany

berstatus state less tersehut, kareng ika dilihat daei states SCOTANG Warsa negar
asing it sudah dapat kig ketahui mahwa warps negary asimg terschut ndak
menuliki kewwarganesaraan dan tent s8ja suatu nepara dimana orang asing i
berada akan mendapat masalah ata hambatan dalam pendeportasian Qrang asony
tersehul

ketiadaan kewarganegaraan ini (STATE LESS) Bisa terjadi dalam hal-hal

A Tiada surat-surar vang dumiliks pada orang vang bersangkutan tentang
dentitas kewarganegaraannya

B Yang bersangkutan sendini tidak may memberkan keterangan dengam jujun

sehingea menyulitkan pemeriksaan selanutnyg



Jadi seorang warga nepara asing vang berstatus state less jnioakan
memmbulkan permasalahan bagi negars tempat mereka berada dalam pelaksanazn
prases pendeportasian mereka karena ketiadaan kewargsneparnan mereka atou
karena mereka berstatus state less

Diemikianlah beberapa hal vang dapar dikatakan sebagas permasalaban dan
hambatan bagi suaty negara dalam pelaksanazn perdepartasian warea nesurs

asing keluar wilayah negara Indonesia,



BABY

PEMNLTLIP

Berdasarkan  weaian vang telab dikemukakan  pads baman-hagian
terdahubu dar penulisan amkel ini dapat ditasik keseimpulan dan beherapa saran

vang diangeap bermanlaat bagl semuy pihak.

A, KESIMPULAN

| Orang asing karena alasan-alasan tertentu, seperti sikap  permusuhan
terhadap rakvat dan nepara Republik Indonesia vang  berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk sementara wakin duapat
ditangkal masuk wilavah negara Republik Indonesia. Untuk WANEA negira
Indenesia berlaku prinsip bahwa setap wargad neeary Indonesia berhak
keluar atau masuk ke wilavah  Indonesia, namun demikian hak-hak in
bukan sesuatu vang tidak dapat dibatasi karena alasan-alasan terteniy dan
uniuk jangka wakiu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar
dari Indonesia don dapat juga ditangkal masuk ke wilayah egars
Kepubhik [ndonesta,

2. Pemikiran-pemikiran baru dalam  bidang  ketatanesaraan, pebink dan
kemanusizan mendorony semakin  diskui  dan kukubnva Kedudukan
individu sebagai subjek hukum dengan sesala hak dan Kewapthanmya.
Negara-nepara di dalam melaksanakan suaty proses deportas disamping

memperbatikan aspek-aspek kemanusizan domana individu-indivicdy yang



Laa

A

akan divsir atau vang akan dikembalikan ke negaranya tesehul len
ciberikan ataw diakui hak-hak dan hewajibanmva,

Lepartast schagm salah satu cara mengeluarkan arame vang tdak chsuba
dart wilayah suatu negara pada prinsipryva bukan merupakan tndakan
admimstrasi artinva st individu vang terkena tindskan tersebut. langan
sampar mendenia kerugian yang tdak perlu, oleh karena undakan
hanva merupakan suztu perintah dan nesars vang menetapkan agar orang
astng lersebul dlam jangka wakin terenta, farus welah menmeealkan
wilayah newara vang hersangkutan,

Deportasi sebapai hak yang dimilike oleh suatu nepara secara sephik
pelaksananva ndak menemuw jalan vang selalu lancar, disang sini masth
terbentur eleh beberapa fakior vang menghambat proses penderponasian
seseorang tersebut,

STATE LESS yang merupakan suatu istilah bag SCOTANE WATgE nessrd
asing yang tidak mempuya kewarganeparaan dapal meniadi suaty (akior
penghambal dalam  pelaksanaan  penderportasian seseorang  tersehul
Walaupun  seharusnya orang asing tersebur wiap dikembalikan ke
negaranya, letapi jitka nepara tempat tyuan pendeportasian tersebut tdak
mengakul orang asing itu sebagal warea negaranve, maka hal o dapa

memjaci masalag bagi negara pendeportasian.

. Seoarang wargd negara asing vang  berstatus STATES LESS i

sehenarnya dapat juga dideporiast kenegara lam atau nezara ketips apabila

hal ity merupakan keinginan dan warga negara it sendin dan denpan



sydrat negard tempat pendeportasian tersebut tidak keberatzn menerime
wehadiran warga negara asing tersebut.

7. Omang-orang asing vang belum dapat dideportasi karena adanva takior-
laktor penphambar atau karena alasan-alasan terlentw, uriuk sementars
waktu menungpu pendeportasiannva mereka ditempaskan dalam tahanan
Imigrasi (dikarantingkan) aigupun diswaty daerah terentu vang telah

ditunjuk

B, SARAN-SARAN

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan schubymgan dengan
penulisan skeipsi ini
I. Guna memaga tetap terpeliharanyva stabilitas dan Kepentinpsn nasionl
kedaulatan negara, keamanan dan keterithan umuwm dan kewaspadaan
terhadap sepals dampak neganl vang timbul akibag perlintasan orang-
Orang antar nepgara. Mengenal keberadaan dan kematannyva parlu adany:
suatu peraturan hukum, im berart setiap otang yang berdliam dedalam
wilavah suatu negara, maka mercka harus twnduk dan patub pada tata
hiskum negara tersebut,

2. Deportast merupakan suatu tindakan septhak, dengan demibian bagi s
individu tersebut tiada jalan lain kecual memaiohi permtab terschbut,
Mamun demikizn wewenag suaty nepara tersebut tidak boleh dilakokan
dengan cara sewenang-wenang, akan letapt harus wetap dilakukan densan

memperhatikan dan menghonman hak-hak aeae manus



L
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Ketentuan Hukum Imternasional 1ermasuk didalamnva deportast dalam
pragam HAM mempunyan kekuatan berlaku vang sama denpan Eekyaslan
berlakunya pragam BB, Ketentusn vang mesupakan penanjan luho
seluruh anggota PBE mengikal secara hukum dan moral. Persoalan
ratifikasinya adalah persolan dalam neger dar negara-negara anurotanva.
vang penting diperlakukannya disini adalah iukad bak emiek antulk
mentaat Hukum Internasina tersebut.

Landasan teoritis vang dipergunakan pemerintah Indonesia dalam tindakan
ketmigrasian adalah prosedur Deportasi karena dianpeap lebh praktis dan
efisien dan prosedur keimigrasian lainnya.

Mengenal warka negara asing vang berstatues STATE LESS ing sehatknya
lebib divtamakan penvelesman kasus atay permasalahannya, karena rag
rata vang paling sering dan paling lama dikarantiakan adalah WA vang

berstatus STATE LESS,
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